WALI KOTA GUNUNGSITOLI
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 900 - § TAHUN 2023

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA UMUM DAERAH DAN KUASA BENDAHARA UMUM
DAERAH YANG DIBERI WEWENANG MENANDATANGANI SURAT PENYEDIAAN
DANA DAN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA DALAM RANGKA PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

Menimbang : a. bahwa sehubungan telah ditetapkannya Peraturan Daerah
Kota Gunungsitoli Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan
Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 65 Tahun 2022
teniang Penjabaran Anggaran Pendapatan d:n Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023, maka perlu menetapkan
Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendaisara Umum
Daerah Kota Gunungsitoli dengan Keputusan Wali Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kot
tentang Penunjukan Bendahara Umum Daerah dan Kuasa
Bendahara Umum Daerah Yang Diberi Wewenang
Menandatangani Surat Penyediaan Dana dan Surat Perintah
Pencairan Dana Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023:

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 20032 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesin Nomor 4355); .
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan  duan  Tanggung  Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
66, Tambahan Lembaran Nepara Republik Indonesia Nomor
1400);

Undang-Undang  Nomor 4% Tahun 2008  tentang
Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4931);

Undang-Undanyg  Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturnn Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia  Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) scbagnimana telah  diubah beberapa kali terikhir
dengan Undung-Undang Nomor 13 Tahun 2022 teritang
Perubahan Keduan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangz-undangan
(Lembaran Negara Republilc Indonesin Tahun 2022 Nomor
143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6801);

Undang-Undang  Nomor 23  Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Dacerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 24, Tambuhan Lembaran Negara
Republik Indonesin Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
terakhir dengnn Undang-Undaag Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua atas Undeng-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undung Nomor 1 Tahun 2022 tentany Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

(Lembaran Negasa Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
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12,

13.

Peraturan  Pemerintah - Nomor 23 Tahun 2005 tentanp
Pengelolnan  Keuangan Badan  Layanan Umum Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintal Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas
Peratusan  Pemerintah  Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengeloian Keuangan Badan Layanan Umum Daersh
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5340);

Peraturan Pemerintah Nomor £6 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010
tentung Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun 2010
Nomor 110, Tambhahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah  Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Kcuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lerabaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

Peraturan Pemcrintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang

Standar  Akuniansi Pomerintahan  (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan

Lembaran Lembaran Negora Republik Indonesia Nomor
5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272),

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang

Pinjaman Daeral (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lemb

| aran Negara
Republik Indonesia Nomor 6279);
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Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan K:uangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahar. Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor €322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

ukum Daerah, sebagaimana

tentang Pembentukan Produk H
Peraturan Menteri Dalam

telah diubah terakhir dengan

Negeri Nomor 120 Tahun 7018 tentang Perubahan Atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 T:
Pemerintahan Daerah (Berita

ihun 2019

tentang Sistem Informasi
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Ne
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daecrah;

gara Republik

Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 7 Tahun 2012
tentang Pokok-Pokok Pengelolean Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Gunungsitoli, sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Dacrah Kota Gunungsitoli Nomor
6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkal Dacrah Kota
Gunungsitoli;

Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 7 Tahun 2022
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2023;

Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 23 Tahun 2022
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah
Kota Gunungsitoli;

Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 65 Tahun 2022

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023;
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KEENAM : Keputusan Wali Kota Gunungsitoli ini mulai berlaku  sejak
tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal
2 Januari 2023.

Ditetapkan di Gunungsi.toli
pada tanggal 3 Januarl 2023

WALI KOTA ‘GI'J'NUNGSITOLI,

NS

LAKHOMIZARO ZEBUA

Tembusan :

Sckretaris Daerah Kota Gunungsitoli.

Inspektur Kota Gunungsitoli.

Kepala Kantor KPPN di Gunungsitoli.

Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Kota Gunungsitoli.
Pimpinan PT. Bank Rakyat [ndonesia (Persero) Cabang Gunungsitoli.
Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

MEMUTUSKAN :

Menunjuk Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahar
Umum Daerah Yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat
Penyediaan Dana dan Surat Perintah Pencairan Dana Dalam
Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Tahun Anggaran 2023, dengan personil sebagaimana lercantum

dalam Lampiran yang menjadi bagian yang tidak terpis

Duerah

ahkan dari

Keputusan ini. ] n
ne
Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokul

sebagaimana tersebut pada diktum KESATU bertanggungjowab
atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan

dokumen dimaksud.
Spesimen paraf dan tanda tangan pejabat scbagaimana dimaksud
dalam diktum KESATU adalah sebagaimana tertuang dibawah ini:

SPESIMEN
No NAMA PEJABAT .| TANDA
PARAF | rANGAN
1 | ! 2 [ 3 _jira
1. | YASOKHI TERTULIANUS HAREFA, SE,
M. Si
PEMBINA UTAMA MUDA 'P
NIP. 19710630 200112 1 002 \ L

Jabatan :@ Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan dan Pendapalan Dacrah
Kota Gunungsitoli selaku Bendahara
Umum Daerah

2. | MOSINATA HAREFA, A. Md

PENATA MUDA TK. I (IlI/b)

NIP. 19851118 201001 1 018

Jabatan : Pj. Kasubid Distribusi,
Penyimpanan dan Penghapusan Asct
pada Badan Fengelolaan ¥Keuangan
dan Pendapatan Daerah Kota

Gunungsitoli selaku Kuasa Bendahara
Umum Daerah

Dalam pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada
diktum KETIGA, BUD selaku PPKD bertanggungjawab) kepeda

Wali Kota Gunungsitoli melalui Sekretaris Daerah dan Kuasa BUD
bertanggungjawab kepada PPKD Selaku BUD,
Segala biaya yang timbul

akibat pelaksanaan ke utusan 1
* . NI
dibebankan pada \

' Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah Kota
Gunungsitoli Tahun Anggaran 2023.
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LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI

NOMOR :900- L TAHUN 2023

TANGGAL : % JANUARI 2023

TENTANG . PENUNJUKAN BENDAHARA UMUM DAFRAH DAM
Y UASA BENDAHARA UMUM DACRAH YANG DIBERI
WEWENANG MENANDATANGANI SURAT
PENYEDIAAN DANA DAN SURAT PERINTAH
PENCAIRAN DANA DALAM RANGKA PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023.

BENDAHARA UMUM DAERAH DAN KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH
YANG DIBERI WEWENANG MENANDATANGANI SURAT PENYEDIAAN DANA
DAN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA

NAMA/PANGKAT/GOL.

RINCIAN TUGAS DAN WEWENANG

"o RUANG/ NIP JABATAN
1 : 2 3 4
1. | YASOKHI TERTULIANUS | Kepala Badan Pengelolaan | )], menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD.
Hgﬁgﬂ'& 3E M, 8i s I‘geua;}fa?( da“GpendaP%‘taE 2. mengesahkan DPA-SKPD/DPPA-SKPD.
]1:19. 197102%%%01 12 1 | setaka Boniahara. Unmiin |3 melakukan pengendalian pelaksanaan APBD. .
002 Daerah 4,  memberi petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan
pengeluaran Kas Umum Daerah.
5. melaksanakan Pemungutan Pajak Daerah.
6. menetapkan SPD.
7. menyiapkan pelaksanaan pinjaniuan dan pemberian jaminan atas nama
Pemerintah Daerah. |
8. melaksanakan sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah.
9. menyajikan Informasi Keuangan Daerah.
10. melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan

pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, tidak dilakukan inelalui Rekening Kas Umum Daerah.
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~NAMA/PANGKAT/GOL.

N0 i RUANG/ NIP JABATAN RINCIAN TUGAS DAN WEWENANG
1] 2 3 3
j2. MgSiI;ATA HAREFA, A. ?_] Kasubid DiStﬁthi, 1. menyiapka_n Anggaran Kas,
Md. enyimpanan an | , nviapkan SPD
PENATA MUDA TK. (IlI/b) Penghapusan Aset pada Sl yla;}?k szi:
NIP. 19851118 201001 1 |Badan Pengelalagn | 5-  meneroitkan :
018 Keuangan dan Pendapatan 4. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Bank
Daerah Kota Gunungsitoli dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk.
selaku Kuasa Bendahara|5. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan
Umum Daerah  selaku APBD.
Kuasa BUD 6. menyimpan Uang Daerah.
7. melaksanakan penempatan uang daerah dan
mengelola/menatausahakan investasi.
8. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan PA/KPA atas beban
APBD.
9. melaksanakan Pemberian Pinjaman Daerah atas nama Peinerintah
Daerah.
10. melakukan pengelolaan Utang dan Piutang Daerah.

11.

melakukan penagihan Pivtang Daerah.

WALI XOTA GYNUNGSITOLI,
L
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